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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR §O TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah, menyebutkan bahwa Camat
mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk
melaksanakan urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah,;

bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2012
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada
Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat sudah tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan -
sehingga perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati kepada Camat;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42); -

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
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3.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan
Untuk Usaha Mikro dan Kecil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 14);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 7 7);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELIMPAHAN

SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pemalang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah. | ,

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat
Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Kabupaten
Pemerintahan  Kecamatan adalah kegiatan  dalam penyelengaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat yang di laksanakan oleh Pemerintah Kecamatan
Pemerintah Kecamatan adalah Camat dan perangkat Kecamatan.

Pelimpahan kewenangan adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain
yang sah atau terlegitimasi (menurut mekanisme tertentu dalam organisasi)
dalam melakukan berbagai aktifitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan
organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian
tujuan tersebut

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian pelimpahan
sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelimpahan sebagian

kewenangan Bupati kepada Camat.

BAB III
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
Pasal 4

(1) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat meliputi

urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan
pemerintahan pilihan.
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(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek :
a. perizinan;
b. rekomendasi;
koordinasi;
pembinaan;
pengawasan;
fasilitasi;
penetapan;

SR omoe a0

. penyelenggaraan; dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan

(3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup penyelenggaraan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 6

(1) Tata cara pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
diatur dalam Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati,
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab membina kewenangan yang
dilimpahkan tersebut untuk pertama kali wajib menyusun Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan .

BAB V
MEKANISME KOORDINASI DI KECAMATAN

Pasal 7
Dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan, Camat dapat
melakukan koordinasi yang meliputi :
a. Rapat koordinasi rutin yang diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah atau

Perangkat Daerah yang ditugaskan di Kecamatan;
b. Rapat koordinasi Insidental dilakukan sesuai kebutuhan;
c. Pelaporan rutin Unit Pelaksana Teknis Daerah atau aparatur Perangkat Daerah
¥ yang ditugaskan di Kecamatan disampaikan melalui rapat koordinasi.
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BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 8
Pembinaan atas pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada

Camat mgnjadi tanggung jawab Bupati yang secara teknis dilakukan oleh Perangkat
Daerah terkait.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9
(1) Biaya penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
(2) Biaya penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
rencana kerja dan anggaran Kecamatan

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 10
(1) Camat berkewajiban melaporkan pelaksanaan sebagian kewenangan yang
dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Bupati.
(2) Jenis pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat meliputi :
a. pelaporan rutin setiap triwulan; dan
b. pelaporan insidentil sesuai kebutuhan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada
Camat (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 49), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang No 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan
sebagian kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Pemalang
v~ Tahun 2015 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal /6 Okf 0
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

'/—-

e

BUDHI RAHARDJO

P
o

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal /6 Ok 80y
PATHFREMALANG,

Paraf v
Hierarki 1 v i\ ’ M

Kasubbag | Kabag | Asisten | Sckda

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR $©
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LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR

TENTANG TATA CARA PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA
CAMAT

TATA CARA PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perubahan yang sangat mendasar menyangkut kedudukan,
tuags pokok dan fungsi Kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat
wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi
perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi, Camat dalam
menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan
bertanggungjawab kepada Bupati. Sebagai perangkat daerah, Camat
mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna untuk urusan pelayanan
masyarakat disamping mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum

pemerintahan.

Dalam pelaksanaan asas ini, Pemerintah Kabupaten diberikan
kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar
urusan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat. Tanggung jawab yang
dimiliki pemerintah Kabupaten meliputi kewenangan untuk memberikan
pelayanan, peningkatan partisipasi masyarakat, prakarsa dan pemberdayaan
masyarakat yang tujuannya bermuara pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Luasnya cakupan (coverage) pelayanan dan peningkatan jumlah
penduduk yang cukup signifikan menyebabkan jauhnya jarak dan sulitnya
akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Pemalang. Hal
inilah yang mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance), perlu memperhatikan
kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan. Sebagai upaya dalam
meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta
memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran
Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan

Y~ publik.
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Perangkat daerah Kecamatan sebagai unit pelayanan publik dapat
meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pelayanan publik. Dengan
terwujudnya efektifitas dan efisiensi berimplikasi pada kepuasan dan

kepercayaan publik terhadap pelayanan publik oleh instansi pemerintah.

Berkenaan perangkat daerah Kecamatan sebagai unit pelayanan publik
dibutuhkan penguatan dan peningkatan Kkapasitas Kecamatan melalui
pelimpahan beberapa atau sebagian kewenangan Bupati kepada Camat selaku
kepala Perangkat daerah dengan mekanisme yang diatur dalam petunjuk teknis
ini.

B. Fungsi Pelimpahan sebagian Kevfrenangan Bupati kepada Camat
1. Sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan kepada
masyarakat dengan penggunaan dana dan fasilitas publik secara efektif dan
efisien;
2. Sebagai upaya untuk mendorong terciptanya kemudahan dan kecepatan
akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan;

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

C. Tujuan ,
1. Tujuan Umum
Penyederhanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tugas
Bupati yang dilakukan oleh perangkat daerah agar lebih proporsional,
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tujuan Khusus

a. memberikan batasan yang jelas tentang kewenangan apa saja yang
dimiliki Kecamatan. ’

b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memposisikan
Kecamatan sebagai ujung tombak pelayaﬁan kepada masyarakat.

¢. mempercepat proses sekaligus meningkatkan mutu pelayanan yang
berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat

d. memperpendek rentang kendali dari pelaksanaan tugas Bupati kepada
Camat yang bermuara pada penguatan institusi Kecamatan

e. meringankan beban Bupati dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga
diharapkan penyelenggaraan pemerintah umum akan semakin effektif
dan effisien.

f. sebagai upaya kaderisasi kepemimpinan di tingkat daerah.

g memberikan ruang kewenangan kepada Camat mempercepat
pencapaian perioritas pembangunan Bupati dalam Peningkatan Mutu

v ‘Pendidikan Dasar dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar
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h. memberikan kesempatan kepada semua stakeholder ditingkat
Kecamatan untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan dasar dan Standar Pelayanan Minimal

Kesehatan

D. Manfaat

1. Dengan pembagian tugas, tata kerja, standar kerja serta sumber daya yang
~ jelas, akan meminimalisir adanya overlapping dalam pelaksanaan
kewenangan daerah.

2. Memperluas jangkauan Bupati dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat daerah.

3. Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan secara efektif mempercepat

proses pengambilan keputusan dalam pemberian pelayanan prima kepada
masyarakat.

4. Memberikan kesempatan kepada Camat dan perangkat Kecamatan untuk

meningkatkan keyakinan diri untuk berinisiatif.

E. Ruang Lingkup

L4

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari : Pendidikan, Kesehatan,
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman,
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang
terdiri dari Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Perhubungan,
Koperasi usaha kecil dan menengah. Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri
dari Pariwisata, Sumberdaya air dan mineral, Perdagangan serta isu-isu

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan.
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BAB II
MEKANISME PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BUPATI KEPADA CAMAT

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu
mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam
memberikan pelayanan publik. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Camat melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan
untuk pelaksanaan tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan
terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah Kecamatan, penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan,
pembinaan desa/kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang
belum dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan serta instansi pemerintah
lainnya di wilayah Kecamatan. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mencapai
keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi seluruh kegiatan
pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan guna mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang efektif dan efisien.

A. Faktor yang dipertimbangkan dalam Pelimpahan sebagian Kewenangan

Bupati kepada Camat
Dalam memberikan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada

Camat, terdapat 3 (tiga) faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu :

1. Karakteristik geografis, yang meliputi : wilayah pesisir, dataran rendah
dan dataran tinggi/pegunungan.

2. Karakteristik penduduk, dapat dilihat dari mata pencaharian dan tingkat
pendidikan masyarakat.

3. Karakteristik wilayah, dapat dipertimbangkan dari kondisi hasil potensi
dan sumber daya yang tersedia.

B. Prasyarat adanya pendelegasian Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati

kepada Camat

Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dapat
dilaksanakan apabila memenuhi 4 prasyarat sebagai berikut :

1. Adanya keinginan politis dari Bupati untuk melimpahkan sebagian
kewenangan Bupati kepada Camat.
2. Adanya keinginan politis dari Bupati untuk menjadikan Kecamatan

sebagai pusat pelayanan masyarakat sehingga diperoleh pelayanan
masyarakat yang mudah, murah dan cepat.

3. Adanya komitmen dari perangkat daerah untuk melimpahkan sebagian
Y kewenangan Bupati kepada Camat, dan;
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4.

Adanya dukungan anggaran dan sumber daya manusia untuk

menjalankan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

C. Langkah-langkah dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan
Bupati kepada Camat

Langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan untuk dapat merumuskan

dan mengimplementasikan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada
Camat, sebagai berikut :

1.

10.

Inventarisasi bagian-bagian yang menjadi kewenangan perangkat daerah
yang dapat dilimpahkan kepada Camat;

Mengadakan rapat koordinasi teknis antara pimpinan perangkat daerah
dan Camat untuk mengkomunikasikan bagian-bagian yang menjadi
kewenangan perangkat daerah yang dapat dilimpahkan kepada Camat.
Menyiapkan regulasi yang terkait tata cara dan mekanisme pelimpahan
sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

Menyiapkan Rancangan keputusan Bupati tentang Daftar sebagian
kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat

Pengajuan Penandatanganan Draf Peraturan Bupati Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat;

Penyerahan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian kewenangan
Bupati kepada Kecamatan;

Penyesuaian perangkat daerah Kecamatan sesuai dengan besaran dan
luasan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada masing-masing
Kecamatan

Menghitung perkiraan anggaran untuk masing-masing Kecamatan sesuai
beban tugas dan kewenangan dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan pemerintah daerah,; |
Menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya dan
secara bertahap melakukan peningkatan kapasitas teknis fungsional
sesuai kebutuhan masing-masing Kecamatan;

Monitoring dan Evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah Kecamatan

sesuai ketentuan yang berlaku;
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BAB III

KOORDINASI PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI

KEPADA CAMAT

A. MEKANISME KOORDINASI PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT DI TINGKAT KECAMATAN.
1) RAPAT KOORDINASI RUTIN
a) Tujuan rakor ;

b)

d)

Tersampaikannya data terkait dengan pelimpahan sebagian
kewenangan dan Informasi strategis di wilayah Kecamatan;
Tersusunnya solusi permasalahan terkait dengan pelimpahan
sebagian kewenangan dan Informasi strategis di wilayah Kecamatan;
Tersampaikannya progres kegiatan pelimpahan kewenangan dan
kegiatan sesuai isu strategis yang disampaikan;

Tersusunnya rencana kerja untuk 2 (dua) bulan ke depan sebagai
tindak lanjut dari hasil Rakor;

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelimpahan kewenangan
kepada Kecamatan.

Waktu pelaksanaan rakor;

2 Bulan sekali pada Minggu pertama (Pebruari, April, Juni, Agustus,
Oktober dan Desember)

Tempat

Pelaksanaan rapat koordinasi bertempat di Pendopo Kecamatan atau
tempat lain di wilayah Kecamatan.

Peserta Rapat Koordinasi;

Forkompinca;

Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten selaku Nara Sumber;
UPTD/Koordinator ;

Kepala Desa/Lurah;

Unit Perbankan;

BUMD;

Kepala SMP;

Pendamping Desa;

Petugas Program Keluarga Harapan,
Tenaga Kerja Sosial Kecamatan; dan
Pemangku kepentingan lain yang terkait.

Alur Kegiatan

Forkompinca menyampaikan isu strategis;

Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing UPTD;
Diskusi membahas permasalahan dan solusi; dan

Penyampaian rekomendasi dan rencana tindaklanjut.

Bahan rakor yang dibutuhkan

Pedoman Kegiatan;

Petunjuk teknis;

Laporan pelaksanaan masing-masing urusan; dan
Permasalahan isu strategis yang muncul.
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g) Sumber daya yang dibutuhkan dalam Rakor

Backdrop;
Sound Sistem;
Moderator;
Laptop;
LCD/Proyektor;
Kamera

h) Notulen
i) Output Rakor Rutin :

Laporan Pelaksanaan Rakor meliputi :
(1) Waktu;

(2) Peserta;

(3) Pelaksanaan kegiatan;

(4) Materi Rakor;

(5) Permasalahan dan tindak lanjut.

2) RAPAT KOORDINASI INSIDENTIL
a) Tujuan rakor Insidentil ;

V’

Tersampaikannya data dan informasi strategis terkait dengan
pelimpahan sebagian kewenangan;

Teridentifikasinya permasalahan terkait dengan pelimpahan
sebagian kewenangan;

Tersusunnya solusi permasalahan.

b) Waktu pelaksanaan rakor;

Sesuai kebutuhan

¢) Tempat

Pendopo Kecamatan atau tempat lain.

d) Peserta Rapat Koordinasi;

Forkompinca;

Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten selaku Nara Sumber;
UPTD/Koordinator/Unsur lain terkait (sesuai dengan isu
permasalahan).

e) Alur Kegiatan

Forkompinca menyampaikan isu strategis;
Penyampaian permasalahan terkait isu strategis;
Diskusi terkait permasalahan yang dihadapi;
Penyampaian rekomendasi dan rencana tindaklanjut.

f) Bahan rakor yang dibutuhkan

Pedoman Kegiatan;
Petunjuk teknis;
Catatan Permasalahan yang muncul.

g) Sarpras yang dibutuhkan dalam Rakor

Laptop;
LCD/Proyektor;
Kamera
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j) Notulen
k) Output rakor: _
- Laporan Pelaksanaan Rakor insidentil meliputi :
(1) Waktu;
(2) Peserta;
(3) Pelaksanaan kegiatan;
(4) Materi Rakor;
(5) Rekomendasi dan tindak lanjut.

B. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KOORDINASI PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.
1. Pembinaan dan Pemantauan Tingkat Kecamatan.

a. Pembinaan dan pemantauan di tingkat Kecamatan secara koordinatif
kepada UPTD/Koordinator/ pemangku kepentingan terkait
dilaksanakan oleh Camat sebagai tindaklanjut Rakor sesuai
kebutuhan.

b. Pembinaan dan pemantauan secara teknis terhadap pelayanan yang
dilimpahkan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait
sesuai kebutuhan.

2. Pembinaan dan pemantauan dari Tingkat Kabupaten

a. Pembinaan dan pemantauan secara koordinatif dilaksanakan pada saat
menghadiri Rapat Koordinasi di Kecamatan;

b. Pembinaan dan pemantauan secara teknis di tingkat kabupaten sebagai

~ tindak lanjut Rapat Koordinasi dan pembinaan tingkat Kecamatan.
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BAB IV

STANDAR PELAYANAN

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2008 tentang Kecamatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun
2014 tentang Perizinan Untuk Usaha
Mikro dan Kecil;

9. Peraturan Meneri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pemalang;

13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72
Tahun 2016 tentang  Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
tata Kerja Kecamatan = Kabupaten
Pemalang

Produk Pelayanan

Perizinan Terstruktur, meliputi ;

1) Izin Mendirikan Bangunan sampai dengan
100 M2, kecuali : bangunan bertingkat,
bangunan tower dan bangunan kolektif

2) Izin Reklame dengan kriteria tertentu;

3) Izin JUMK dengan kriteria tertentu;

4) Izin Usaha lain meliputi ;: Usaha Salon
kecantikan, rumah makan dengan luas
kurang dari 40 m?2, usaha gelanggang
ketangkatan dan usaha atraksi wisata
dengan kriteria tertentu; '
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NO KOMPONEN URAIAN
3. Sarana, prasarana dan/atau Ruang Pelayanan Administrasi Terpadu,
fasilitasi meliputi :

1) Loket Informasi dan Pendaftaran;

2) Ruang Tunggu;

3) Ruang Pengolahan Data;

4) Sarana Pengolahan data (Komputer,
Printer);

5) Sarana Penunjang lainnya;

4, Kompetensi Pelaksana Pengetahuan :

Untuk Tim Monev Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Bupati Kepada Camat

1) Jabatan Pada Instansi Pembina;

2) Memiliki Keahlian sesuai dengan jenis
pelimpahan kewenangan pada instansi
Pembina;

3) Berpengalaman dan memahami
mekanisme pelimpahankewenangan serja
jenis yang dilimpahkan;

Keterampilan :

1) Pelayanan Prima;

2) Memahami Tupoksi yang dilimpahkan;

Sikap :

Berintegritas, Komunikatif dan Melayani

5. Pengawasan Internal Pelimpahan Kewenangan diawasi langsung
oleh Camat di masing-masing wilayah melalui

1) Rapat Rutin

| 2) Rapat Insidentil
6. Penanganan Pengaduan Setiap Pengaduan / laporan/ saran
disampaikan dan ditangani oleh petugas
khusus pengaduan untuk di tindaklanjuti
sesuai SOP Pengelolaan Pengaduan
7. Jumlah Pelaksana Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan
dilaksanakan Oleh Seluruh Perangkat Daerah

Pembina yang kewenangannya dilimpahkan

dan 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten

Pemalang

8. Jaminan Pelayanan Mendekatkan Pelayanan pada masyarakat
dengan menjadikan Kecamatan sebagai

Simpul Pelayanan

9. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan | 1) Pembinaan dan Pemantauan ngkat

Kecamatan. Meliputi :

a. Pembinaan dan pemantauan di tingkat
Kecamatan secara koordinatif oleh
Camat;

b. Pembinaan dan pemantauan secara
teknis terhadap pelayanan yang
dilimpahkan tersebut dilaksanakan
oleh Perangkat  Daerah sesuai
kebutuhan.

2) Pembinaan dan pemantauan dari Tingkat

Kabupaten, melalui :

a. Pembinaan dan pemantauan secara
koordinatif dilaksanakan pada saat
menghadiri Rapat Koordinasi di
Kecamatan;

b. Pembinaan dan pemantauan secara
teknis di tingkat kabupaten oleh
Perangkat Daerah Pembina;
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN/ KEGIATAN Bagian | PD Pem | Keca Bupati | Keleng | Output
Tapem | bina matan kapan

1. | Inventarisasi bagian- Bahan | Konsep
bagian yang menjadi Pera Laporan
kewenangan perangkat ’ turan
daerah yang dapat
dilimpahkan kepada
Camat;

2. | Mengadakan rapat
koordinasi teknis antara Draft Konsep
pimpinan perangkat jenis Jenis
daerah dan Camat untuk Kewena | Kewenan
mengkomunikasikan ---- ngan gan
bagian-bagian yang
menjadi kewenangan
perangkat daerah yang
dapat dilimpahkan
kepada Camat.

3. | Menyiapkan regulasi
yang terkait tata cara Draft Konsep
dan mekanisme Regulasi | Regulasi
pelimpahan sebagian -
kewenangan Bupati
kepada Camat '

4. | Menyiapkan Rancangan
keputusan Bupati Draft Draft
tentang Daftar sebagian Rancan | Final
kewenangan Bupati yang "'- gan Pebub
dilimpahkan kepada [ Perbub | dan SK
Camat T Tidak | dan SK

S. | Pengajuan
Penandatanganan Draf Draft Perbub
Perbub Pelimpahan Final dan SK
Sebagian Kewenangan. Pebub | Ditanda
Bupati Kepada Camat; dan SK | tangani

6. | Penyerahan Perbub Perbud | Draft SK
Kepada Kecamatan dan- Kecama

SK tan

7. | Penyesuaian perangkat ,
daerah Kecamatan Draft SK
sesuai dengan besaran SK Keca | Kecamat
dan luasan kewenangan matan |an
Bupati yang dilimpahkan
kepada masing-masing
Kecamatan

8. | Menghitung perkiraan Draft Dokumen
anggaran untuk masing- RKA RKA
masing Kecamatan yang Yang
sesuai beban tugas dan dilim akan
kewenangan dengan pahkan | dilimpah
mempertimbangkan kan
kemampuan keuangan
pemerintah daerah
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Menempatkan personil
sesuai dengan
kebutuhan dan
kompetensinya dan
secara bertahap
melakukan peningkatan
kapasitas teknis
fungsional sesuai
kebutuhan masing-
masing Kecamatan

Sk
Kecama-

10.

Monev kinerja organisasi
perangkat daerah
Kecamatan sesuai
ketentuan yang berlaku

Que

sioner

Laporan
Hasil
Monev
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.

BABV
PENUTUP

1. Petunjuk Teknis Pelimpahan sebagian Wewenang ini merupakan acuan
pelaksanaaﬁ Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

2. Petunjuk Teknis ini bersifat dinamis dan akan diubah sesuai dengan dinamika
dalam pelaksanaan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat ini

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

‘Paraf Kasubbag | Kabay Asjsten Sokda

, Hier»:rnki 14 Y 6 L '”V

- R —— Y— " 1) e S i
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s ¥

Kepada Yth
Lewat Yth
Dari
Tanggal
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SEKRETARIAT DAERAH
NOTA DINAS

Bapak Bupati Pemalang 2
Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalangﬁ/ 70’
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang

Ao September 2017

180/ 54 /Hk

Segera

1 (satu) Berkas

Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

. Telah dikoreksi Peraturan Bupati Pemalang Tentang Tata Cara Pelimpahan

Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Yang telah diajukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten
Pemalang.

Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu mohon asmanan.

MENGETAHUI

ASISTEN PEM HAN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM

KABUPATEN PEMALANG

L

AUNUROFIQ, SH P SUGIHARTO, SH
Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I
NIP. 19600122/198702 1 001 NIP. 19670510 199603 1 002

R

BUPATI PEMALANS . _,.E;ARAF HIRARKI
AGENDA SURAT [kesutag [ H
1 Tgl. Turun @ 0 3OET 20”_,____2
pomor ; (oﬁ)% %

Jalan SurohadikustmceNo. 1 Pemalang 52312 Prov--Jawa Tengah

Telp. (0284) 321068-321368 Faks. (0284) 322229
Website: www.Pemalangkab.go.id
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4) Melaksanakan
monitoring dan evaluasi
semua perizinan yang
telah diterbitkan oﬁor
camat

PEMBERDAYAAN Pemilihan, pengangkatan dan | a. menyelenggarakan DINPERMASDES
MASYARAKAT DAN DESA pemberhentian Kepala Desa dan penelitian  berkas cmﬁmb
pengesahan anggota BPD
. menyelenggarakan

pengucapan sumpah janji,
peresmian dan pengesahan
anggota BPD _

. menyelenggarakan

ﬁobmommbmb @oBUonmbcmb
anggota BPD {

. Bmu%m_nbmmmﬂmwmb

pengisian dan Unbmmmmwmb
pengangkatan anggota BPD

antarwaktu menjadi
anggota BPD
. menyelenggarakan g
pemberian izin dan

pengaktifan kembali cuti
berhalangan melaksanakan
tugas (haji dan umroh, cuti
sakit, cuti karena merasa
terancam fisik dan %Smb%&,
menyelenggarakan ﬁ
pengangkatan dan
Pemberhentian “

http://jdih.pemalangkab.go.id/

Pelaksanaan Tugas Harian




http://jdih.pemalangkab.go.id/

Kepala Desa

. menyelenggarakan

pelantikan dan
Pengambilan Sumpah
Kepala Desa Antarwaktu




http://jdih.pemalangkab.go.id/

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

PARIWISATA Penetapan tanda daftar Menerbitkan Izin usaha pariwisata : PTSP
usaha pariwisata 1) Izin usaha salon kecantikan
kabupaten/kota 2) Izin usaha rumah makan dengan
luas sampai dengan 40 m?2
dengan bangunan permanen

3) Izin usaha gelanggang
ketangkasan
4} Izin atraksi wisata
2, SUMBER DAYA AIR Pengembangan dan Melaksanakan pembinaan | DPUTR
DAN MINERAL pengelolaan sistem penyuluhan pengendalian fungsi,
irigasivprimer dan dan pemanfataan jaringan irigasi
sekundervpada daerah primer dan sekunder

irigasi yang luasnya
kurang dari 1000 ha
dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota

3. PERDAGANGAN a. Menerbitkan ijin Spanduk/layar | DPMPTSP
umbul-umbul : dengan Ilokasi
pemasangan dalam satu wilayah

kecamatan

b. Menerbitkan © o ijin
Poster/stiker/selebaran oo
pemasangan dan/atau
penyebaran dalam 1 (satu)
wilayah kecamatan o

C. Menerbitkan ijin Papan reklame
yang melekat pada dinding




http://jdih.pemalangkab.go.id/

C. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. PENGAWASAN | Huobmmémmmb gob%&mbmmmamwg pengawasan kas | Inspektorat

opname anggaran desa

—_—

Kasubbas | Kabag | Asisiin

Paraf ,
Hierarki « & < -




